iy

WALIKOTA SURABAYA

LINAN KEPUTUSAN WALTIRKOTA SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN, PENGALTHAN DAN
PENDAFTARAN IZIN GANGGUAN

WALIKOTA SURABAYA,

nimbang : hahwa daiam rangka meiaksanakan Ketentuan pasal 3
Paraturan Dgaerah Kotamadya Dasrah Tingkat I1
Surabaya Nomor 8 Tahun 1998, serta untuk ‘lebih
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang
pemberian Tzin Gangguan, perlu ditetapkan Tata
Cara Penyelgsaian Pengalihan dan Pendaftaran Izin
Gangguan dengan Keputusan Waiikota Surabaya.

mgingat 1 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie)
Stb. 1926 Nomor 226 Jo. Stb. Nomor 450

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi, Jawa Timur/Jawa tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah
dergan Urcang-undang Nomor 2 Tahun 1968

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1982 tentang
Penataan Ruang ;

4. Undang-undang Neomnr 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerar dan Retribusi Daeran yang telah diubah
dengan Urcang-undang Nomar 34 Tahun 2000 ;-

5. Undang-unadang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Penga -laan Lingkiingan Hidun

6. Undang-Jdndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dasrah

7. Peraturan Pemerintanh Nomor 51 Tahun 1993
tentang Analisis Mengsnai Campak Lingkungan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerab

8. Peraturan Menteri Dalam HNegeri Nomor & Tahun
1992 tentang Rencana Tagsk Tanah dan Tata
Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta
Prosedur Pemberian 1Izirn #dendirikan Bangunan
(IMB: dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO
bag! Perusahaan-perusahaan vyang barlokasi di
Tuar xKawasan ingustri

10, Keputusar Msnteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1957 tentang Pedoman Tata Cara Relaksanaan
Pamungutzn Rat*rivusi Daerah



stapkan

12.

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1887 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Ubidang
Retribusi Dasrah ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomo 1 Tahun 1983 tentang
Organisasi dan Tat=a Kerja Sekretariat
Ketamadya Dasrah dan Sekretariat Dewan
Perwakijan Rakyat Daerah Kotamadya Daarah
Tingkat II Surabaya.

Peraturan Dasrah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surapaya Nomor 17 Tahun 1289 tantang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PENGALIHAN DAN PENDAFTARAN ULANG
IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini vang dimaksud dengan

1.

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota
Surabaya

Kepaia Dasrah, adalah Walikota Surabaya

Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah
Kota Surabaya

Dinas Bangunan, adalah Dinas Bangunan Kota
Surabaya

Dinas Tata Kota, adalah Dinas Tata Kota
Surabaya ;

Dinas Kebakaran, adalah Dinas Kebakaran Kota
Surabaysa

Dinas Kesshatan, adalah Dinas Kesehatan Kota
Surabaya

Bagian Perkotaan, adalah Bagian Perkotaan
Sekretariat Daerah Kota Surabaysg

Sub Bagian Administrasi Perkotaan, adalah Sub
Bagian Administrasi Perkotaan pada Bagian
Parkotaan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
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11.

12-

13.

14,

15.

18.

17,

18.

19'

20.

Dinas/Instansi terkait, adalahk Dinas/Instansi
Terkait lainnya vang-. dipandang periu
memberi-an partimbangan dalam Pemberian tzin
Ganggu:z @ :

Kawasan Indugtri, adalanh Kawasan dfﬁﬁﬁﬁti
pemusatan kegiatan industiri pengolahan yang
dilengkapi dengan garana, prasardna - dan
fasilitas psnunjang lainnya vyang disediakan
dan dikeloia oleh Perusahaan = Kawasan
Industri

Perusahaan Kawasan Industti, adalah Perusahaan
Badan Hukum vyang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang
mengelola Kawasan Industri .

Perusahaan Industri, adalah Perusahaan yang
bergerak dalam bidang industri yang berada
datlam kawasan industri dan diluar kawasan
industri tetapi didalam R.U.T.R. yang PMDN/PMA
maupun yang Non PMDN/PMA ;

Penanaman Modal adalah Perusahaan Industri
PMDN, PMA, Non PMDN dan Non PMA dalam kawasan
industri maupun yvang diluar kawasan industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1937 dan Perusshaan
Nasional atau Perorangan sebagaimana dimaksud
Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;

Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada
Penanam Modal atas resncana panggunaan lahan
datam suatu wilayah tertentu dengan maksud
untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan
tata ruang wilayah

1zin Gangguan adalah izin yang diberikan oleh
Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan
untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha
dilokasi tertentu vyang dapat menimbulkan
bahaya, kKerugian dan gangguan

Lokasi, adatah lefak tempat usaha vang
dimohonkan izin dalam Kota Surabava

Pemohon, adalah crang atau Badan Hukum vang
mengajukan Izin Gangguan ;

Instansi Pemroses, adalah instansi yang
memprosges Izin Ganguan yaitu Bagian Perkotaan
Sekrestariat Daerah Kota Surabava : :

Instansi Pemberi pertimbangan, adalah instansi
terkait yang memberikan pertimbangan dalam
pemberian/penoiakan Izin Gangguan,



BAB 11

JENIS—-JENIS TEMPAT USAHA YANG WAJIB

(1)

(2)

MEMILIKI IZIN GANGGUAN
Pasal 2

Jenis-jenis usaha vyang waiib memiliki Izinmn
Gangguan adalah teampat-tempat usabha, yang
termasuk kategori ‘dangguan ringan sebagai
berikut

a. Tidak mengerjakan, menyimpan, memproduksi
bahan berbahaya dan beracun (B3)

b. Tidak menggunakan peralatan produksi vyang
dijalankan dengan memakai tenaga elektro
motor maupun motor lain lebih dari 3
KW {4 PK)

¢. Tidak menggunakan atau memakai asap, gas-
gas atau uap-uap dengan tekanan herat

d. Bangunan tempat usaha tidak bertingkat ;

e. Tidak termasuk kategori yang disebutkan
dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ;

Jenis-jenis usaha yang wajib memiliki 1izin
gangguan adalah tempat-empat usahsa yang
termasuk Kketegori gangguan berat (Stb1/1828
Nomor 226 Jo. Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan
Nomor 450) adalah

a. Yang dijatankan dengan alat kerja tenaga
uap air dan gas, demikian pula dengan
elektro motor dan tempat usaha lainnya
yang mempergunakan uap air gas atau uap
bertekanan tinggi ;

b. Yang dipergunakan untuk membuat ,
mengerjakan dan menyimpan mesiu dan bahan
petedak Tainnya termasuk pabrik dan tempat
penyimpanan petasan

¢. Yang dipergunakan . untuk membuat ramuan
kimia, termasuk pabrik korek api

d. Yang dipergunakan untuk memperoleah,
mengeriakan dan menyimpan bahan-bahan
atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap

e. Yang dipsrgunakan untuk penyulingan kering
dar bahan-bahan tumbuh~tumbuhan dan
hewani serta mengerjakan hasil yang
diperoleh dari padanya, termasuk pabrik
gas '

f. Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-
lemak dan damar ;



. Gudang kapuk, perusahaan batik

Yang dipesrgunakan untuk menyimpan dan
mengeriakan sampah

Tempat pangeringan gandum/kecambah
(moutcrii), pabrik bir, tempat pembuatan
mnuman karas dengan cara pemanasan
(branderii), parusahaan penyulingan,
pabrik spiritus dan cuka dan perusahaan
pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan
roti serta pabrik setrup buah-buahan ;

Tempat pambantaian, tempat pangulitan
(vinderij), perusahaan pencucian ierchan
(penserij}, tempat penjemuran, tempat
pengasapan bahan~bahan hewani, begitu pula
tempat penyamaan kulit ;

Pabrik Porselin dan pecah belah
(aardewark), tempat pembuatan batu merah,
genteng, ubin dan tegal, tempat pembuatan
barang dari gelas, tempat pembakaran

gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan)
Kapur ; _

Tempat pencairan logam , tempat pengecdran
logam, +tempat pertukangan besi, tempat
penempaan logam, tempat pemipihan logam,
tempat pertukangan kuningan dan kaleng dan
tempat pembuatan ketel :

Tempat penggilingan tras, psnhggergajian
kayy dan pabrik minyak ;

Galangan kapal kayu, tempat pembuatan
barang dari batu dan penggergajian batu,
tempat pembuatan gilingan dan kereta,
tempat pembuatan tong dan tempat
pertukangan kavu

Tempat persswaan kendarsan dan perusahaah
susu

Tempat penembakan

Gudang penggantungan tembakau

Pabrik tapioka ;

Pabrik wuntuk mengerjakan karet, getah

(gummi}, getah perca atau bahan-bahan yang
mengandung zat karet

. Warung dalam bangunan tetap, begitu juga

semua tempat usaha lainnya vyang dapat
manimbulkan bahaya , kerusakan atau
gangguan.



(3 Tempét-tempét usaha lainnya yang harus
memiliki Izip Ganguan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)

=1

Lsaha dibidang Rariwisala

1. Uszha rekreasi dan hiburan umum vyaitu
taman rekreasi, gelanggang ranang,
pemandian alam, nadang golf, kolam
memancing, gelanggang permainan
ketangkasan, gelanggang bowling dan
hiiyard, KkKlup malam, diskotik, panti
pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat
pasar seni, dunia fantasi, theatre atau
panggung terbuka dan tertutup taman
satwa, pentas pertunjukan satwa usaha
fasilitas usaha fasilitas wisata tirta,
usaha sarana fasilitas olah raga, batlai
pertemuan, barber shop, salon
kecantikan, pusat kesehatan atau health
centre, pusat kesegaran jasmani atau
fitness centre ;

2. Rumah makan, restaurant, bar :

3. Hotel berbintang, hotel me1ati, pengi-
napan remaja

4, Tempat penyelenggaraan musik hidup,
tampat penyalanggaraan kesenian
tradisional dan seienisnya ;

Ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan
barang-barang dagangan ;

Perusahaan konveksi dsangan menggunakan 5
{1ima ) mesin atau lebih ;

Perusahaan percetakan ;

Pangelolaan gedung-gedung perkantoran [/
pertokoan

Apoctek

Klinik spesialis / rumah sakit bersalin/
rumah sakit ;

Perusahaan studio rekaman ;

Penjualan minyak pelumas eceran termasuk
servis ganti minyak pelumas

Tempat penyimpanan/garasi/pocl Kkendaraan
angkutan barang maupun orang

Tempat penyimpanan / pocl / container ;

Tempat penyimpanan dan penjualan bahan-
bahan kimia ; '



m. Tempatl penyimpanan dan peanjualan karbit

rn. Tempat penyimpanan dan penijualan eceran
minvyak tanakh, minyak solar, residu,
spiritus, alkohoi dan gas elpiji

0. Bengke! sepeda dan sepeda motor

p, Bernakel perbaitkan mobil

¢G. Perbasikan/servis accu dan dinamo

r. Tempat penampuncgan dan penjualan kertas-
bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik
bekas, dan barang-barang bekas lainnya

s. Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah
dan sejenisnya

t. Pangepakan harang-barang dagangan,
sortasi, perusahaan ekspedisi ;

- u. Warung nasi, mie, bakso sate dan

sejenisnya termasuk warung es/es krim ;
V. Ruang pamer kendaraan bermotor ;

w., Tempat pencucian Kendaraan bermotor
{sepeda motor, mobil dan lain-tain)

x. Tempat menyimpan/mengolah/mengerjakan
barang-barang hasil laut, hasil bumi,
hasil hutan '

y. Tempat pembuatan makanan dan minuman ;

Z. Perusahaan kawasan Industri.

BAB 111
PERSYARATAN UNTUK MEMILIKI
TIZIN GANGGUAN

Pasal 3

(1) Untuk dapat memi T1iki Izin Gangguan

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Dasrah Kctamadva Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor & Tahun 1998, Pamohon harus
mengaiukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Daerah: '

Faormulir untuk pengajuan permochonan 1zin
Gangguan sabagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan oleh Instansi Pemrosss yaitu
Bagian Perkotaan pada Sekretariat Daerah Kota
Surabaya Jl. Jimertc Nomor 25 ~ 27 Surabaya :



’LS}_FqﬁMUlwr  parmohonan . sebagaimana - dimaksud
- pada - ayat (2) pasal: 1n1 harus diisi - de :

benar dan: seTanJutnya ‘diserahkan
a_Kepada BaQTan Perkotaan dengan d;?amp1ri

&, Fota copy “surat. bukt— pem111kan/panguasa£h
tanah “dan bangunan dimana tempat “usdha -
'akar*.ﬂwdsr}kan atau . d1buka, rangk&p__s
;a11ma ) ;' S STy S

"bg'Ebtc copv Sura+ Tzin Mend1r1kan Bﬁnguﬁﬁn’
- {IMB), rang&ap 5 (11ma) Lo

-f  G. Fctd 'copy Surat ukt:' Kawargansgaraan
" . Republik Indonesia (SBKRI) dan gatiti “nama’
.'bag1-Warga Indones1a keturunan, rangkap 5

. {11ma) - S S : N

g 'd:,Foto. copy. 'Kartu: Tahda- ﬁenﬂdduk”-(KTPi;
E ,rangkap 5 (11ma) A _”' T

’-.fé@'Foto 'copy akte Qend1r1an. Ba&an . HUkum
: =_(apab11a d1per]ukan),'rangkap 5 (?1ma)

';:-fi:Surat katerangan d0m15i11: tempai usaha
T \yang d1mohonkan Iz1n, rangkap B (Tima},

lg‘;aambar. danah dengan ukuran skala paling
- osedikit 1. 200 d11engkap1- keteranggn
tata letak: ma$1n-meswn peralatan praduksi
/  peralatan - bantu. lainnya . dan . harus
d?bsrikan keterangan. puta dang&ng-jblaSF
‘berapa. " kekuatan maSTng masxng, ﬁangkahj
10 {sepuluh} ; -~ S DR

‘" h. Gambar .situasi (é1te:” anj dengan ukuran
B - 1000,-rangkap 10 (sepu]uh)

[

. . BAB IV o
PENYELESAIAN IZIN GANGGUAN

| Pasal ',4'

(1) Berkas nermﬁhaﬂmn Izin Gangguan bar1kut
H ke1angkapannya seébagaimana ditetapkan datam
pasal - 3 ayat (3) . apabila. d1pandang periy.
suntuk - dimintakan. partimbangan | - kapnda
Instansi  Pemberi Pertimbangan dengan ‘Surat:
-_Pangantar Kepala Bagian Parkotaan d1kir1mkan
. kapada Pan1t1a - Pert1mbgngan : Psr121nan
A_Ganﬁguan LT

W



(2)

3)

(4)

(5)

Panitia Pertfimbangan . Perizinan Gangguan

merngadakan perelitian baik administrasi

maupun teknis dilapangan tarhadap ‘permohonan
izin itarsebut dan masing-masing anggota
memberikan sarah pertimbangan-secara tertulis

sasuail tugas pokok, - fungsi dan
kewenangannva ; :

Hasil Pertimbangan Panitia Pertimbangan
Perizinan FGangguan disampaikan kepada

Sekretaris Dasrah malalui Kepala Bagian
Parkotaan paling lampat 15 (lima belas) hari
setelah surat Permintaan
Pertimbangan/Rekomendas Cdari Bagian
Perkaotaan diterima ; : '

Kepaia Bagian Perkotaan berdasarkan
pertimbangan dari Panitia Pertimbangédn

Perizinan Gangguan manyiapkan Konsap
paemberian izin/konsep penclakan Izin ; :

Apabi]ﬁ dalam waktu 15 (1ima belas) hari atau
sesudah 3 (tiga) kali Persidangan Panitia

Pertimbangan Perizinan Gangguan %tidak atau

belum memberikan periimbangan atau
rekomendasi apapun, maka Kepala Bagian
Parkotaan dapat langsung menyiapkan Kkonssep.

Keputusan Pemberian 1zin atau Konsap
" Penolakan Izin setalah mempertimbangkan

berbagai faktor yang dipandang periu,

Pasal g

Farmohcnan Izin Gengguan tidak pariu

dimintakan pertimbangan kepada Instansi pemberi
Pertimbangan dengan kriteria sebagai berikut :

a.

Tidak diperiukan partimbangan dari Dinag Tata
Kota apabiia Lokasi tempat usaha yang

dimohonkan izin telah sesuai dengan
peruntukan, garis sempadan/syarat-syarat
Zooning .

Tidak diperlukan pertimbangan dari  Dinas
Bangunhan apabita bangunan tempat usaha telah
sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
yang telah dikeluarkan oleh Dinas Bangunan.

BAB V
PANITIA PERTIMBANGAN
PERIZINAN GANGGUAN

 Pasal 6

Permohonan Izin dipertimbancgkan berdasarkan @

-

LI

Konsiruksi, kelangkapan sarana dan prasarana
tangunan ;
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Sistem Deﬂgathan sarta kelengkapan._-yang

Tata}1etak'danf1okési tempat usaha 3: ;

b&rkdqfan dangan hahaya kabakaran s

Avakah  usaha ‘tersebut masih terbuka atau
suflah tertutup untuk Kota Surabaya ; : :

. PPngarQh" tempat -usaha teréebut ;terhadap

1

dampak Tingkungan

.Pﬂﬁﬂn”ﬁda“.'pera1ﬁt&ﬁ”ﬁ ralatan kerja . yang

barhubungan dengan Kesslamatan Ksrja. ;

Hygienitasi tempatl usaha ; ;
Pertimbangan . lainnya yang dipandang perlu
yang berhubungan dengan upaya pancegahan
bahava, kerusakan dan gangguan yang sangat.,

Pasal- 7 - - ‘

Panitia - Pertimbangan - Perizinan Gangguan
herkedudukan sebagai staf - teknis  ~  dan
bertanggung jawab  kepada = Kepala Dasrah
mselalui Sekretaris Dasrah ; -

Susunan . Panitia- Pertimbangan = PeriZinan
Gangguan terdiri darit o

- Katua merangknp anggota

Asis ten Tata Pra]a Sekretar1b Daerah Kota
Surabaya ;

b Wak1 Ketua merﬁnmkac'anggota_:

Kepa]a Pagsun Perkolaan Sekretar;s ‘Daerah
Kota Surabaya ; : ' .

C. askretarjs merangkap anggota
Kepala Sub Bagian Administrasi Perkotaan
pada Bagian Perkotaan Sekretaris Dasrah
Kota SBursbaya : ’

d. Anggota
1. Kepala Dinas Tata Kota Surabaya'ﬁ
2. Kehala.ninas'Bangunah Kota'Sunabayé .

'JS. Kepa?a D1nas Kesehatan Kota'Surébay&-;.f

'“ ;€;}KBpa1a Dinas, Keb@kargn Kota Surabaya ;

5. Kepala Bagian Hukum.stretar1at Daerah
Kota Surabaya 4

o



(1)

Tit

o

¥apala Kantor Departamen Tenaga - Kerja
Keta Surabaya '

ala Kantor Departsmen Perindustrian

7. Ka _
an Perdagangan Xdta Surabaya :

o]
N

2. Kepala Dinasg Pendz=patan Kota Surabaya

Organisast  Sekretariat
bava

8., Kepaia Bagis e
ot

Daerah K

[ e

n
ur

oo
o

10, Kepala  Kantor Scsig? Politik  Kota
Surabava

L4

1

11, Instansi lain vang dipandang perlu.

Pasal &

Tugas poxek Panitia  Pertimbangan Perizinan
Gangguan adalah -

a. memberikan pertimbangan kepada Kepala
Dasrah atas semua Izin Gangguan sesuai
ketentuan pasal 3 Paraturan - Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor
6 Tahun 1889 ;

b, memberikan pertimbangan atas permohonan
iz1in sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ; '

dalam rangka operasi  pshnertiban tempat
isaha, memberikan pertimbangan kepada
Kepala Daersah tentang tempat usaha yang
akan terkena operasi panertiban

!

Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada ayat
(1) Panitia Partimbangan mempunyai fungsi :

a. koordinasi dalam arti membina kerja sama
dengan semua instansi maupun Badan Swasta
yang ada hubungannva dangan masalah
pemberian Izin Gangdgguan ;

b. Penatausahaan dalam zrti pengurusan tata
usaha vyang bherhubungan dengan pemberian
pertimbangan atas permchonan izin.

Pasal 9

ik berat tugas anggota Panitia Pertimbangan

Perizinan Gangguan

a.

Partimbangan mengenai konstruksi, kelengkapan
sarana dan prasarana bangunan tempat usaha
diberikan oleh Dinas Banhgunan Kota Surabaya ;

Perfimbangan"mehganaf_tata tetak dan lokasi

tempat. usaha diberikan oleh Dinas Tata Kota
Surabsya ;
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¥}

Paertimbarngan manganai sistem pengamahan serta
kalengkapan vang berkaitan dengan bahava
kebarkaran tempat usaha diberikan oteh Dinas
Kebakaran Kota Surabsya

d. Pertimbangan msnhgenai jenis usaha tertentu di
Kots Surahaya diberikan oleh Kantor Departemen
Parindugtrian Jdan Perdagasngan Xota Surabaya ;
Pertimbangan mengenai psngaruh  tempat usaha
ferhadap dampak ‘tingkungan termasuk upaya-
upava pengendalian pencemaran lingkungan dan
kewaiiban = pemchon izin untuk manyusun
dokumentasi Antalisis Mengenai . Dampak
Lingkungar (aAMDAL:, dibarikan oleh Kantor
Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota
Surabaya dan atau Bagian Lingkungan Hidup
Sekretriat Dasrah Kota Surabaya ; '

o

f. Pertimbangan mangenai penggunaan peralatan-
peralatan kerja - yang gifatnhya . dapat
membahayakan kKeselamatan kerja dilakukan oleh
Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surabaya ;

g. Pertimbangan mengsnai hvgienitas tempat usaha
apakah tidak membahayakan bagi kesehatan umum
{pengolanan bahan dan atay makanan dan
minumar, obat-obatan, kosmetik, rumah makan,

Rumah Penginapan/Hotel, Rumah Sakit,
Laboratorium  medis/kiinik dan sebagainya)
diberikan oleh Pinas Kesehatan = Kota .

Suiabaya

h. Pertimbangan mengsenai persyaratan administrasi
dikerikan oleh Bagian Perkotaan, Bagian Hukum
dan Bagian Organisast

i. Pertimbangan mengenai penerimaan Daerah
diberikan oleh Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

j. Pertimbangan mengenai keamanan dan ketartiban
umum diberikan oleh Kantor Socsial Politik.

Pasal 10

{1} Mekanisme kerja Instansi Pembaeri Pertimbangan
Farizinan Gangguan dikoordinasikan oleh
Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kots
Surabays ;

(2} Panitia Pertimbangan  Perizinan Gangguan
mengadakan sidang untuk membahas permohonan
izin tersebut 4 {empat) kali dalam satu bulan
atau menurut kebutuhan; o

{(3) Apabita dipandang periu untuk meningkatkan

pelayanan pemberian ' Izin dapat.  dilakukan

_ pelayanan 1 {(satu) atap dengan Inhstansi yang
- . terkait, ' o o
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BPasal 11

ntuk  kelangaran tugasnya Ketua Panitia
partimbangan Perizinan Gangguan  dapat menunjuk
pemoantu pslaksana vang diperiuykan vyang berasal
dari Instansi vang duduk sebaga’ anggota Panitia
Pertimbangan Ferizinan tempal tisaha dan atau
Perizinan Rarcasarkan Undang-undang Gangguan
{HO?. _ '

Pasal 12

(1) Pada tempat usaha yang telah mendapatkan Izin
Gangguan diberi tanda berupa Piat Nomor Izin
Gangguan ;

(2) Bentuk, wukuran dan jenis Plat Nomor Izin
Gangguan akan ditetapkan tersandiri oleh
Kepala Daerah. -

| ~ BAB VI
PENANDATANGANAN IZIN DAN
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Pasal 13
(1) Penancatanganan Izin / Penclakan Izin
Gangguan ~ dilaksanakan oleh Sekrataris
Daerah atas nama Kepala Daerah ; :

{2) Keputusan ini sekaligus . berlaku sébagai
pelimpahan  wewanang Kepala Daerah kepada

Sekrataris - Daerahn untuk melakukan:
panandatanganan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),
Pasal 4
(1) Penyslesaian Izin  Ganggunan selambat=-

Tambatnya 33 (tiga puiuh tiga) hari setelah
surat permochonan diterima secara resmi di
Bagian Perkotaan gdengah ketentuan persyaratan
tengkap . ; '

(2) Bagan arus kerja dan waktu yang diperiukan
untuk penyeiesaian Izin Gangguan sahagaimana
dinyatakan dalam Lampiran Ia dan Ib.

BAB  VII
MEKANISME KERJA INSTANSI PEMROSES
- { BAGIAN PERKOTAAN )

Pasal 15

a. Formulir -permohonan sebagaimana - ditetapkan
' dalam pasal 3 setelah diisi dengan benar dan
dilengkapi persyaratan yang diperiukan, oleh
pemchon diserahkan kepada  Sub Bagian
Administrasi = Perkataan pade - Bagian
Perkotaan - ; - '



Sut Bagian Administrasi Parkotaar berkewajiban:

1. manarima, meneliti kelengkapan persyvaratan
dan mencatat berkas permohonan Izin, dan
gpabitia  bepnar dan lTengkap Kepada pemohon
danat dikberikan Temhar pengumuman

-

berdasarkan pasal 5 Undang-undang Gangguan;

2. mangaijukan berkas parmohonan Izin kepada
Kepa'a Bagian Perkataan.

Kepala Bagian Parkctaan barkewaiiban
1. menerima dan meneliti berkas permochonan ;

2, membetikan disposisi untuk penyeliesaian
tebih lanjut kepada Sub Bagian Administrasi
Perkotaan ;

3. menandatangani Surat Penigantar Kepada
Instansi Pemberi Paertimbangan zpabila
tempat usaha yang dimohon Izin memerlukan
paertimbangan dari Instansi Pembeari
Pertimbangan.

Sub Bagian Administrasi Perkotaan berkewajiban:

1. menerima kembali dan mencatat kedalam buku
register bsrkas-berkas permchonan 1zin yang
telakh didisposisi oleh Kepala Bagian
perketaan

iy

membuat Surat Pengantar Kepada Panitia
Pertimbangan Parizinan Tempat Usaha dan
atau Perszinan Berdasarkan Undang-undang
Gangguan apabila teampat usaha yang
dimohonkan TIzin memerlukan pertimbangan
dari Instansi pemberi Pertimbangan

3. menyiapkan lembar pengumuman sesuai maksud
yang terkandung dalam pasal 8 Undang-undang
Gangguan (HC) yang selanjutnya memintakan
tanda tangan kepada Kepala Bagian Perkotaan:

4. menyimpan berkas permohonan asli

5. meneruskan lembar pengumuman yang telah
ditanda-tangani tersebut pada angka 3
kepada staf teknis vyang ditunijuk untuk
dilaksanakan dilapangan :

Staf teknis vang dituniuk berkewajiban

1. melakukan pemariksasn setempat dan
menempelkan lembar psngumuman pada lokasi
tempat usaha yang dimohonkan izin
kepada ' para pemilik persii yang

berbatasan dengan persil tempat usaha yang
dimohonkan 1izin (sesuai ketentuan dalam
pasal 5 Undang-undang Gangguan) ;



™

Subd

menyampaikan ‘lapcran hasii pemeriksaan
tampat usaha tersebut pada angka 1  kepada
Kepaia Bagian Perkotaan melalui Sub Bagian
Administrast Perkotaan

Bagian  Administrasi pParkotaan

berkewajiban

1.

menerima hasil pemariksaan setempat dari
staf teknis dan jawaban permintaan
partimbangan dari Instansi pemberi
pertimbangan ;

menyiapkan Sdrat penolakan Fermohonan Izin
apabila masyarakat disekitar tempat usaha
mengajukan kebaratan dan atay pertimbangan
dari Instansi Pemberi Pertimbangan
menyatakan bahwa permohonan izin dimaksud
tidak memenuhi syarat sesuai Kketentuan
vang berlaku ;

menyijapkanh Konsep Keputusan Pemberian Izin
bagil permohonan yang dinyvatakan memenuhi
parsyaratan

menyiapkan Nota Pengajuan Konsep Naskah
Dinas Surat penoalakan maupun Konseap
Keputusan Pamberian Tzin yang akan
dimintakan tandsa tangan Sekretaris
Dasrah yang selanjutnya diparaf cleh
¥Yepala Bagian Perkotaan dan Asisten Tata
Praja Sekretariat Dasrah.

g. Asisten Tata Praja berkewajiban :

h, Sub

1.

Meneliti Konsep Surat Psenclakan permohonan
maupun surat Kepuitusan Pemberian lzin

Mengambalikan Surat Penolakan [/ Surat
reputusan Pamberian Izin yang sudah
ditandatangani Kapada Kepatla Bagian
Perkaotaan mslalui Sub Bagian Administrasi
Perkotaan.

Bagian Administrasi Perkotaan

perkawajiban

1.

manerima Surat Penoiakan [/ Keputtusan
Pemberian Izin dengan

a, Memberi Nomor dan menhcatat kedalam buku
register

b. menvampaikan surat tersebut kepada
pemohon dan tembusannvaa kepadaa
instansi terkait ;



menindaklaniuti Keputusan Pemberian 1Izin
dengan

™2

a. Menyiapkan nota pernitungan pembayaran
retribusi izin

LT

nomar dan mencatat kadalam buku

mha
b

-
;
ﬁter ;

2. Mambust p

—
-
—i
o
pt
i
=
3
—
™
=
.

d. Mspnvampaikan Heputusan Pamberian  Izin
dan plat nomor izin  kepada pemohon
zet ?dh retribusi dibayar lunas ;

a. Manvampaikan tembusan Keputusan
vambarian 1zin Kepada instansi terkait.

k. 1. Pemobon berhak mensrima Keputusan pemberian
izin satelah membayar uang Jleges dan
retribusi izin sasua’ ketentuan yang
periaku ;

2. Pemchcon berkewajibhan memasang / menempelkan

plat -izin pada tempat yang terang dan mudah
dilihat oleh umum i tempat usabha.

BAB VITI
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Jdangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan
salama unaha tersebut masih berialan dan wajib
didaftar ulang setian 2 (tigm) tahun sekali.

Pasal 17

v“apala Daerah berdasarkan pertimbangan tartantu
dapat menetapkan Izin 5erqyarat dangan pemberian
hatas waktu berlakunva Izin Gangguan.

Pasal 18

Untuk kapentingan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian tempat usaha yang sudah opsrasional,
Kepala D[aerah dapat memberikan izin khusus bagi
tempat usaha yang tidak/balum memenuh i
persyaratan dengan jangks waktu 1 {satu) sampai
dengan 3 (tiga) tahun.



BAB IX

TATA CARA PERMOHONAN CAN PENYELESAIAN
BALIK NAMA IZIN GANGGUAN '
Passal 18
"Tata carsa permohonan dan penyelasaian

ralik nama Izin Gangguarn adaltah sebagai berikut :

a r

&

Fermohonan diaiukan secara teriulis Kepada
Kepala Daerah melalui Bagian Perkotaan
diltampiri dengan

t, Bukti Penyerahan/pengalihan tempat usaha ;
2. Kartu Tanda Penduduk {(KTP) pemohon ;

3. Foto copy izin tempat usaha atau izin
berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ;

4, Akte Pendirian Badan Hukum perusahaan yang
mengajukan balik nama izin {apabila
parusahaan berbentuk Badan Hukum)

5, Fota copy bukti pembayaran ulang apabila
dipandang perlu. -

Bagi tempat wusaha yang telah melengkapi
persyaratan sabagaimana tersebut huruf a
diatas, diadakan penelitian kelapangan oleh
Staf Teknis Ragian Parkoiaan

Apabila bardasarkan hasitl peneiitian
dilapangan ternyata kegiatan tempat usaha
tidak sesuai dengan 17in vang dimiliki, maka
permohonan balik nama izin tempat usaha atau
izin bardasarkan Undang~undang Gangguan
ditolak dan harus diajukan parmohonan 1izin
baru

Apabila persyaratan dipenuhi dalam arti
tempat usaha tidak ada perudbahan maka setelah
pemehon  membayar retribusi sesuai  ketentuan
datam pasal 3, kepada pamohon diberikan Izin
Gangguan atas nama pemohorn {(yang mengajukan
balik nama).

BAB iX
PEMBIAYAAN
fasali 20

Semua pengeluaran untuk kegiatan penyelesaian,
pengalihan dan pendaftaran ulang Izin Gangguan
sarta biaya operasional Panitia Pert imbangan
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Surabaya.
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Pasal 21
Rincian pesarnya biaya Operasional Panitia
Partimbangan Izin Gangguan adalah sebagai
berikut :

a. Ketuva/Wakil Ketua merangkap anggota ssbesar
Rp. 50.003,00 (lima puluh ribu rupiah} setiap
bulan

b. Bekretaris merangkap anggota sabesar
Rp. 45.000,00 {empat puluh lima ribu rupiah)
setiap hultan ;

G. Para anggota masing-masing sebesar
Rp. 40.54G0,0G (empat puluh ribu rupiah) setiap
bhutan

d. Para pembantu Panitia masing-masing sebesar
Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
gsetiap bulan.

BAB Xit
IZTIN GANGGUAN BAGI PERUSAHAAN

KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN INDUSTRI

Bagian Partama
Permohonan

Pasal 22

(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan
Parugahaan- Indusiri wajib memiliki 1zin
berdasarkan Undang-undang Gangguan, kecuali
bagi perusahaan industri vang jenis
industrinya wajib amdal! atau yvang berlokasi
di dalam kawesan industri

(2) Permohonan 1Izin Berdasarkan Undang-undang
Gangguan (HO) oleh psrusahaan industri atau
perusahaan Kawasan Indusiri diajukan kepada
Kepata Caerah melalui Sakretaris Daerah ;

(3) Parmohonan Izin Berdasarkan Undang~-undang
Gangguan {(HO) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasal ini diajukan sebagaimana dinyatakan
dalam Lampiran X.

Bagian Kedus
Persyaratan

Pasal 23
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22

Keputusan ini diajukan dengan melengkapi
persyaratan sebagai berikut



(1}

(1)

{(2)

Fctc copy Surat Izin Lokasi

Foto Copy KTP dan NPWP perusahaan yang
bCersangkutan

Foto copy akie perndirian bagi psrusahaan yang
berstatus badan hukum / badan usaha atau foto
copy angdarsan dasar yang sudah disahkan bagi
koperasi ;

Foto copy tanda pslurnasan PRB tahun  terakhir
sesuail paruntukan tanah / penggunaan sebagai
lahzan dindustri

Foto cepy sertipikat tanah, atau bukt i
perclahan tanah ;

Rancangan tata Letak instalasi,
mesin/peralatan dah perlengkapan bangunan
industri

Pgrsetujuan tetangga / atau masyarakat yang
berdekatan ;

Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan
daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir
pengolahan limbah.

Bagian Ketiga
Pamberian Izin Gangguan

Pasal 24
Sekretaris Daerah metakukan penelitian
tarhadap persyaratan permohonan

izin Berdasarkap Undang-undang Gangguan {HQ)
tersebut Pasal 23 ;

Jika telah memenuhi pearsyaratan, lengkap dan
benar, pemohon wajib membavar reiribusi yang
ditetapkan

Zatelah persyaratan sebagaimana tersebut
dalam ayat (2) dipsnuhi, permohonan diproses
dan atas permohonan tsrsebut disiapkan Naskah
Keputusan pemberian Izin bsrdasarkan Undang-
undang Gangguan.

Pasal 25

Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah,
menerbitkan Izin Gangguan ;

Jangka waktu penerbitan Izin Gangguan
selambat-lambatnya 32 { tiga puluh dua ) hari
kerja terhitung sajsk permochonan tersebut
diterima secars lengkap dan behar



(3) Izin Gangguan bertaku selama perusahaan
kawasan industri dan perusahaan industri yang
bersangkutan masih beropserasi.

BAB XI1i .
RETRIBUSI ATAS IZIN GANGQUAN

Pasal 28

{1) Besarnya retribusi atas izin dimaksud dalam
Pasal 25 sesuai dengan ketantuan yang
bertaku ;

(2} Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat {t)
Pasal ini dibayar langsung olsh Perusahaan
Kawasan Industri atau Perusahaan industri
yang bersangkutan pada Kas Daerah.

BARB X1v
KETENTUAN LAIN~LAIN
Pasal 27
Formutir=-formulir vang diperlukan untuk

penyelesaian pengalihan dan pendaftaran ulang
Izin Gangguan ditetapkan sehagai berikut -

a. Ketentuan persyaratan yang wajib ditaati oleh
pemegang izin gangguan ringan sebagaimana
dinyatakan dalam Lampiran I1 :

b. Ketentuan persyaratan yang waiib ditaati oleh
pemegang izin ganguan barat sabagaimana
dinyatakan dalam Lampiran 111 ;

9]

Formulir Permohonan lzin / Balik Nama Izin
Gangguan sebagaimana dinyatakan daiam
Lampiran IV '

d. Formulir Keputusan Walikcta Surabava tentang
Izin Gangguan sebagaimana dinyatakan dalam
Lampiran V ;

e. Formulir - Permohonan Paftar Ulang Izin
Gangguan sehagaimana dinvatakan dalam
Lampiran vI o

f. Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin
Gangguan sebagaimana dinvatakan dalam
Lampiran VII :

g. Formulir Keputusan walikota Surabaya tentang
Balik Nama Izin Gangguan sebagaimana
dinyatakan dalam Lampiran VIII ;

h. Formulir 1Izin Gangguan Khusus Perusahaan
Industri sebagaimana dinyatakan dalam
Lampiran IX.



Bag Xy
RETENTUAN PENUTUR
Pasal 78
Dengan ditetapkaennya Keputusan ini, Keputusan
¥Walikotamadya Kapaia Dasrah rmgkat II

Surabaya Nomor 11 Tabun 1598 tewntang Tata Cara
Penyelesaian, Pengsalinan dan  Pendaftaran Ulang

Tampat Useha dan Tzin Gansguan berdasarkan
Undang-undang ”ﬂngguaw (HO) dan Izin Tempat Usaha
dat; katentuan-kKetentyan Tain YANG hernah
ditatapkan sepanJmng bertantangan dengan

Keputusan ini dinyatakan tidak beriaku lagi.

Pasal 23

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal
diundangkan,

Agar supaya sefiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Keputusaan ini dengan
panempatannya dalam Lembaran Daerahn Kota
Surakaya.

Diundangkan di Surabaya Bitetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 3:7i1 201, pada ianggal 8 April 2001
Sekretaris Daerab WAL.TKOTA SURABAYA,

Kota Surabaya
ttd.
tid.
Prs.H.MUHAMMAD JASIN, MSi. H. SUMNARTO SUMOPRAWIRO.

Pembina Tk, 1
NIP. £10 029 022

LEMBARAN DAERAM KOTA SURABAYA TAMUN 2001 NOMOR 09,

Salinan sesuai dengan aslinvya
An. Sekretaris Dasrah
Kota Surabaya
Ta Bagian Huku

"!

iH H IS&SWANTO ANWAR, =H.
\\_ Pﬁnata Tk, 1
uu.ﬁwiP 510 100 822
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BATIAN  PERNOTAAN
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gan,
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Pemer|kzaan Dersana, senyiaghan dan nenyam|
pdikan zurat DANGANTAr DAMRINTaan  partim-
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_rxh.; DeMer i KBAAN Satsupat

Partimba-
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dari inatansi pamberi partim-
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pamberi lzin dan meneruskan
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melalui Asistan Tata Praja

T
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=
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izin.

;..J\v
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catat Kep.penciakan

parmohonan zin
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PERT I HBAKGAN ai bidang tugas masing-maning
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FRAJA an parmohonan iZih / pembe-
rian izin.
Hanaliti dan menandatangen | l;
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SENRETAR|S CAERAH
KOTA SURABAYA v

Mensliti dan
Kop.pembarian 1zin.

4L

DINAS PENDAPATAN :

Henerima pembayar-
an retribusi izin
dari peschon

Sihari

- Sajingn

sesuai dengan asiings

o An, Sekretaris Daerah
™ kebala Bagian Hukup

...a_. / 1y . A.V\‘.\q\
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SALINAN

LAMPIRAN Ib KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 20
TANGGAL. : 5 APRIL 2001

RINCIAN WAKTYU YANG DIPERLUKAN UNTUK MASING-MASING

KEGIATAN DALAM PENYELESAIAN IZTN GANGGUAN

NO.

INSTANSI DAN JENIS KEGIATAN

JUMLAH HARI KERJA

INSTANSI PEMROSES

al

Sub Bagian Administrasi Perkotaan

1.

Menarima, menseliti kelengkapan
persyaratar, dan mencatat berkas
permohonan izin dan apabila benar
dan lengkap kepada pemohon dibs-
rikan tanda terima parmohonan ;

Mehgajukar herkas permcohonan izin
kepada Kepala Bagianh Perkotaan.

Kepala Bagian Perkotaan berkewajiban

1.

Menerima dan meneliti berkas ner-
mohonan

Mamberikan disposisi unituk penve-
tesaian  ltebinh lanjut kepada Sub
Bagian Adminisirasi Perkotaan

Menadatangani Surat Penganhtar
kepada Instansi Pembari Pertim-
bangar apabila Izin vang dimchon-
xan memertukan periimbangan/reko~
mendasi dari Instansi Psmberi Per-
timbangan.

Sub Bagian Admiristrasi Perkotaan
beriewajiban

1.

Menerima kembali dan mencatat ke-
dalam huku register berkas-berkas
permohonan Izih vang telah didis-
posisl oleh Kepata Bagian Fearko-
taan.

Membuat Surat Pengantar kepada
Panitia Partimbangan Perizinan
Tempat Usaha dan atau Perizinan
Berdasarkan Undang-Undang Gang—
guan apabila tempat usaha yang
dimchonkan izin memeriukan per-
timbangan/rekomendasi dari ing-
tansi pemberi pertimbangan ;

a,b = 1 hari




NO.

INSTANSI DAN JENIS KEGIATAN

JUMLAH HARI KERJA

IT.

IIT.

3. Menvimpan lambar pengumuman sesuai
maksud yang ter-kandurng dalam passal
8 Undang-Undans Ganggdan  (Hinder-
Ordonantie) yang selanjuinya me-
mintakar tandatargan kspzada Kepala

Bagian Parkaotazan.,

4. Menyimpan berxas as®i pesrmohonan
izin

£

Meneruskan lembar pengumuman yang
tetan ditandatangani tersebut
butir b kepads staf tehnis yvang
dituniuk wuntuk dilasksanakan di-
lapangan.

d. Staf teknis yang ditunjuk berkewa-
iiban

1. Melakukan pemeriksaan setempat
dengan menempelikan Tembar pengu-
muman pada iokasi tempat usahs
vang dimohonkan izin dan pembe-
ritanuan kepada para pemilik per-
st1 vang bersebetahan dengan per-
i1 tempat usaha yang dimohonkan
izin (sesuai vang diatur dalam
pasal & Undang—undang Gangguan )

2. Menyampaikan laporan hasil  psme-
riksaan tempat usaha tersebut
angka 1 kepada Kepala Bagian Per-
keteaan melaiui Sub Bagian Admi-
nistrasi Parkoctaan,

INSTANSI PEMBERT RERTIMBANGAN
INSTANGT PEMROSES

&. Sub Bagian Adminisirasi Perkotaan
berkewajiban

1. Menerima hasii pemeriksaan seiem
pat dari staf teknis dar jawaban
permintaan pertimbangan dari Ins-
tansi pemberi pertimbangan ;

2. Menyiapkan surat penolakan permo
honan 1zZih apabila masyarakat di
sekitar tampat usaha mengajukan
Keboratan dan atau pertimbangan
dari Instansi pemberi pertimbang-
an dinyatakan bahwa permohonan
izin dimaksud tidak memenuhi
syarat sesuai Ketentuan yang
ceriaku

i.¢. 1,2,3,4,5 = 2

hari
1 hart
1 hari
18 hari




T

JUMLAH HARI KERJA

IV,

3. Manyispkan kKonsep Keputusan pem-
berian dizin bagi permchonan yang
dinyaiakan memenuhi persyaratan ;

4. Manyiapkan HNcoia Pengajuan Konsep
Naskah Dinas Keputusan penolakan
maupun xonsep Keputusan pemberian
tzin yanhg akaa dimintakan tanda
tangan Sekretaris Dasrah yang se-—
lanjutnya

a) DiparaT oleh Kapala Bagian Per-~
kotaan dan Asisten Tata Praja

) Nota Pengajuan Konsep Naskan
Dirnas ditandatangani oleh Asis-—
ten Tata Praja

b. Kepala Bagian Perkotaan berkewaji-
ban :

1. Meneiiti konsep gurat penolakan per
mohonan  maupun Keputusan pemberian
izin g

2. uembubuhkan paraf persastuiuan pada
Hota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
dan membubuhkan paraf pada kKonsep
surat penolakan atau kaputusan
pemberian i1zin  dan meneruskannya
kepada Asisten Tata Fraia

ASISTEN TATA PRAJA berkewaijiban

1. Meneliti kornsep surat peholakan
rermohoblan maupun Kaputusan pambew
Flanh 1zin ¢

2, Meneliti dan menandatangani Neota
Pangsitian Koneep Nasikah Dinas dan
membubuhkan para? pade konsep surat
keputusan penplakan atau konsep
keputusan pembsrian 1zin dan me-
ruskannya kapada Sskretaris Daersh.

TIL. a,b = 5 hari

IV, 1,2 = 2 hari




INBTANSI DAN JENIS KEGIATAN

JUMLAH HARI KERJA

VII

SEKRETARIS DAERAR berkewajiban

1. Menetilt dan menandatangani konsep
gurat penclakan maupun  keputusan
pambarian izin

2. Mengembalikan surat senolakan/kepu-
tusan pemberian  izin  yang sudah
ditandatzangani Kepala Bagian Perko-
taan melaluil Sub Bagian Administiruas
Ferkotaan.

INGTANST PEMROSES

Sub Bagian Administrasi Perkoiaan ber-
kewaiiban :

1. Menerima surat penojakan/keputusan
pemberian izin ;

2. Menindaklaniuti surat upencilakan
pemberian izin dengan

a. Memberi nomor dan mencatal keda-
Tam bukuy register ;

b. Menyampaiiian surai terssbutr  ka-
pada pemohon dan tasmbusannya ke—
pada Instansi fterksit ;

Q

. Mernindakianjuti keputusan pemberi-
an tzin dengan

a. Menyiapkan ncta dan perhitungan
paembayaran retribust jzim

b. Memberi nomor dan mencatat keda-
lam buku register ;

¢. Membuat plat nomer izin dan sa-
Tinan keputusan pamberian izin ;

d. Manyampaikan keputusan pemberian
izin dan pilat nomer izin kepada
pemohon setelah retribusi diba-
YAr,

e) Menvampaikan tembusan Keputusan
pemberian izin kepada instansi
terkait.

—hia

vI. 1,2,3 4 hari




INSTANSI DAN JENIS KEGIATAN JUMLAH HARI KERJA
|
IVIT. PEMOEOH
1. Pemohorr  Derbak  menerima Keputusan

pemberian izin
ratribasgi izin
yang barlaku

setalah
sesyal

membayar
kefentuan

2. Psmoheoh herkewajiban memasang/manem
peikan plat izin pada tempat vang
terang dan mudah dilihat ¢leh umum
di fempat usahs.

Jumidlah

322 hari

Salinan sesua’ deangan asiinva
Sekr-etaris Dasrah

— ) P S
Kova Surabava

HR

I

SISWANTC ANWAR, 5H,
Pangta Tk, I
NIP., RI1Q 105 B822

WALIKOTA SURABAYA,
1td.

SUNARTO SUMOPRAWIRO




SALINAN LAMPIRAN 11 KFPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

10-

11.

12.

13.

NOMOR : 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 09 APRIL 2001

FNTUAN PERSYARATAN YANG WAJIB DITAATI
OLER PEMEGANG T7IN GANGGUAN RTNGAM

iTarang manemnatkan barang-barang atau menggunakan tempat kerja
pada tempat-tenpat cabagai berikut

a. .|rJi\
j@ﬁ‘|uthﬁu an pirnty-pintu oerusahzan

b. troteir, beem, dalur hijay atauy jalan-jatan untuk umum

Tainnyva.

Dilarang memperluas tempat usaha sshelum mendapat 1izin dari
Walikota Surabava.

Menvediakan, meanampati;

k mengzunakan slat  pemadam kebakatran
sasuail petuniuk Dinas Ke

8
bdkdran Kota Surabava.

Dilarang menvimpan. manempatkan, dan mengarjakan bahan=-bahan
herbahays dan beracun {(B3].

Pintu-pintyu tempat usaha untuk jalan kelusr harus membuka keltuar
dan pada waktu jam-jam kerja pintu tersebut tidak boleh dikunci.

Kabal-kaba! ligirik narus selalu dalam keadran baik dan mendapat
pergawasan veng seksama untuk mencegan terjsdinya korsluiting.

Penamhshan aliran Yistrik narus mendapat i1zin dari pihak  yang
berwensng.

Pada waktu kazgiatan tempat uszha berakhir dan ssmua karyawan
meninggalkan rusngan tempat kerja, semua aliran listrik harus
dimatikan dan harus diadakan pemeriksaan dengan teliti mengenai
kemungkinan adanva hahava Kebakaran.

Harus dapat menguss
71

sakan pencegahan Yerhadap timbulnya gangguan
dan pancamsaran '

a
grunigan sekitarnva.

Parkir kendarasn agar diatur sedemikian rupa sehingga tidak
menggangau laluy tTintas umum.

Ditempat Jsaha harus disediakar kotak PPPK dengan
kelengkapannya.

Harus menyvediakan tempat-tempat sampah yang cukup adan apabila
pehuh isinya ssgoera dizsingkirkan/dibuang pada suatu tempat yang
telah disediakan.

Menanham tanaman-tanaman penghijauan vyang disesuaikan dengan
kondisi lahan yang tersedia.



14. Wajib' cemariksasn Ninas Kebakaran
Kota - iAtankarn gsege uhjuknya untuk
mengh ehakaran zs: arkenankan pula
pemeriﬁa tnasi Pemsti sesuai Surat
Tugeas .

15. Pengaliha Izin ini kepada pihak lain barus diberitahukan dan
diajukan n@rmahaﬂan pembalikan nama kepads walikota Surabava.

WALTKOTA SURABAYA,
ttd.
H. BUNARTO SUMOPRAWIRO
asuai dangan astinya
Fatarie Dasran

z Bagian Hikum

H. HApfsxswAmo ANWAR, SH.
~ Panata Tk, I
NIP. 0D RPZ

-+

E4Q 10

o 3 hr



BALINAN LAMPIRAN TIT KEPUTUSAN WALTKOTA SURABAYA

1.

10.

NOMDR + 11 TAHUN 200t
TANGGAL . 08 APRIL 2001
KETENTUAN PERSYARATAN YANG WAJIB DITAATI

. OLEM PEMEGANG TZIN GANGGUAN BERAT

Dilarang menempatkan barang=-barang atau msnggunakan tempat kerija

. pada tampai-tempat sebagai berikut :

a. didakatl pintu-pintu parusahaan atau jalan-jalan yang
menghubungkan pintu~pintu keluar masuk perusahaan ;

b. troteir, berm, jalur hijau stau jalan-jalan untuk umum
Tainnva.

Dilarang membuat api terbuka atau merokok diruangan Kerja,
ruangan motor diesel dan tempat penyimpanan barang-barang yang
mudah terbakar. Larangan tersebut harus dinyatakan dengan
tulisan vang jelas/terang pada suatu tempat yang mudah dilihat.

Gang {jalan pemisah) yang pada gambar tsrlampir diberi tanda
- Garis marah dengan huruf

- Garis miring merah dengan lebar :

harus selalu bebas dari segala benda yang merintanginya.

Ditempat-tempat yang pada gambar terlampir dibari tanda ;

Alat pemadam kebakaran tersebut dalam keadaan siap pakai.
Pemb:aharuan isinya harus dilakukan sesuai pstunjuk Dinas
Kebakaran Kota Surabaya. :

Didatam tempat usaha harus ada beberapa pegawainvya yang cakap
menggunhakan alat pemadam api yang disiapkan.

Kabel-kabel listrik harus selalu dalam keadaan baik dan mendapat
pengawasan yang seksama untuk mencegah tarjadinya kortsluiting.

Penambahan aliran listrik harus mendapat izin dari pihak yang
berwanang.

Pada waktu kegiatan tempat usaha berakhir dan semua Kkaryawanh
meninggalkan ruangan tempat kerja, semua aliran listrik harus
dimatikan dan harus diadakan pemar1ksaan vang teliti menganai
kemungkinan adanya bahaya api.

Pintu-pintu bangunah perusahaan pada umumnya harus membuka
keluar dan pada waktu jam-jam kerja pintu tersebut tidak boleh
dikunci.

Penggunaan motor diesel harus memsnhuhi syarat-syarat

a. Ditempatkan dalam ruangan berdinding tembok/beton yang
dilengkapi dengan peredam suara dan ventilasi yang cukup ;

b. Diletakkan diatas pondasi beton yang kokoh dan diusahakan
agar dapat meredam getaran mesin :

c. Pipa pembuang asap harus dilengkapi dengan alat! paredam suara

dan penyaring asap agar tidak mengganggu danm mancemari
iingkungan sekitarnya.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

- 2 -

Cadangan bshan bakar matcun minvak pelumas harus ditempat dalam
ruangan tersandici vang terpisah dari ruahgan motor dissel.

Cecearan bahanrn bDakar maupun minvak palumas tidak boleh dialirkan
keselokan umum, nramun harus ditampung datam suatu - tempat dan
menyediakan pasir  lengkap dengan sekop untuk menahan ceceran
bahan bak=r mausur minysk pelumas.

Selama mezin diesel dijaisnkan harus ads  sasorang penjaga
(operatar) vang selalu siap setiap saat vuntuk mengatasi segala
kemungkinan yang tarjadt pada masin diesel fersehut,

Ditamnat tizgha harus disediaikan Kontak PPRPK bessarta
kelangkapannvsa.

gat menrgusahskan  pencegahan  terhadap akibat dapat

Harus o a
va gangguan lingkungan.

"
timbhuinva
Parkir kendaraan harus diatur =edemikian rupa agar tidak
mengagandgu lalu ltintas umum,

Harus menvediakan tempat-tempat sampah vang cukup dan setiap
penuh isinva segara disingkirkan/dibuanyg pada suatu tempat yang
telah disadiakan.

Menanam tanaman-tanaman penghijauan yang disssuaikan dengan
Kondisi lahan vang tersedia.

Untuk segala Keperiuan tempat usaha harus nmenggunakan air yang
diambil dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya.

Harus menyediakan WC dan tempat kencing yang memenuhi syarat
kesahatan, mersih dan cukup  perscediaan air serta harus
dipisahkan antara pria dan wanita.

wajih memperkensnkan pemsriksszan oleh petugas Dinas Kebakaran
Kota Surabava can manjaliankan f9+unjuk~petunjuk untuk
menghindart bahaya kebakarasn., Serta walibh mempaerkenankan pula
pemeriksaan oleh Instansi Pamerintab yang 1Tain sesusi Surat
Tugas dan kewenangannva.

harus diberitahukan

Pengalihan 1izin ini kepads pihak lain vang
kapada Walikota Surabayas.

dan diajiukan permohonan pembalikan nama

WALTHKOTA SURABAYA,
ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.
sosuai dangan aslinya
kretaris Dasrah
) aK? Bag1an Hukum



SALINAN

Nomor
Lampiran
Perihal

PERHATIAN

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WAL IKOTA SURABAYA
NOMOR © 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 0% APRIL 2001

Surabaya,

Kepaus
Yth. Bapak Walwkota Surabaya
Permohonan 1z1in/8a7ik
Nama Izin Gangguan, di -

SURABAYA

Bersama ini Kkami mohon kepada Bapak Walikota
Surabaya uniuk dapat diberi izin gura mendirikan tampat
usana/balilkk nama izin

----------- A F B & 5 1 ¥ W S F r E R oF L xFE % T i %X T 5yorodoE N4 NI FEE I XAEYAEEELRES

d‘E(jka M E # T X a % 7 2+ aE EEEFE 3 EE TR . B EEE RN
darigan keLerangan sebagalmana tersebut d1ba]1k surat ini.

Sehubungan dengan permohonan terssbut diatas kami
sanggup senantiasa mentaati semus peraturan perundang=
undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat kami

Tanda Tangan dan
Nama Terang Psmchon

Parmohonan yang tidak diisi dengar lengkap
dan tidak disertai lampiran~lampitran vyang
diperlukan tidak dapat dilayani



Nama Pemahon

Afamat/ Tempat Iinggal e ey bt arrrrasererave s

Kebangsaan P T I N
2. Badan Hukum Cr e s n ke . sa i amasaswn s

Kedudukan f p B L FF K AP LI I I ) a F 2 FFP S 8 ad s Bh AP
3. Jenis Usanru Cerr s W r e r e e e neaa

t ok as i b PN e e a st it a s e e s

Ke‘;u%h_ﬁhaﬂ a a 4 4 ¥ & 1 4 B F F R A oA - 4 4 0L ¥ B &SP AT

Kecamatan e e e .o fhae s e cr e e
4, Batss-batas letak perusahaan

- sebelah kiri b eare e s e an Ce e s aen

- Sebe‘]ah kanan B F F OB A B RFE KA SR T oA A0Sy ® F 8 F R A XS

- ssbelah depan i darrr et e e e .

- sebelah belakang ot e e hE e r st e P rrereas
5. Tanah/ bangunan milik

Nama ' EEE R L T TR S T Y P r

A 1 amat L K TN A BEE Y W ] % & F F A F F P 2B X VN K FT A E RN
6. Status Tanah R s b s et s 4t e AR e vaaeas
7. Keadaan tansh/bangunan :

- 1uas ‘Cahaf"l R R R Fa RN O I I B I |

- Juas lantai bangunan et v e m e Ca et rraaean

-~ prasentase luas lantai

bangunan yang digunakan usahal .....000:cc0 v, vanas

8. Alat-aial yang digunakan

a. Listrik, PLN R A, .. KVA

b. Diesel/Diesal! Generator
¢. Mesin/Alat produksi

d. Mesin Uap/boiler

e. Bahan bakar

e ada e huah,...... .«  PK/KVA
i e L.bhuah, . e .. . .« PK/KVA

A ¥ e 3 e P LR EFETFTERTEELAENF AN AR

9.

Jumiah tenaga kerja

L N B A A

iraseesseens Qrang

10.

Bahan baku

* % m a2




diterima tanggal
Tanda Tangan dan
Nomor Agends : . Nama Terang Pemohon

11. Limbah Perusahaan
—Padat b&"‘uDa T EEEEE P AN % s 17 a2E 4 AN T ESR RN RS
= Cair berupa s e e m ke Gt aisernsesann
- Gas barupa C st m e s s Eian i ra R aas
12. Jam kegiatan perusahsaan S et ae s am e et iaasareaanus
13, Keterangan lain-lain Ch e T e A e e Cr e r v e
Diisi ¢lien petugas Surabava,

Lampiran yang harus disertakan

9.

§a]inan gsesuail dengan aslinya

v

i

Fc Surat bukti pemilikan/penguasasan
tanah dan bangunan 5 (1ima) lembar ;

€c Surat Izin Mendirikan Bangunan

{(IMB) 5 {Tima) lembhar ;

Fc SBKRI dan ganti nama 5 lembar ;

Fc K¥fP 5 lembar ;

Surat pernvztaan fidak Keharatan

dari tatangga (kila diperlukan} & Tembar :
FC Akte pendirian Badan Hukum

{biia diparlukan} 5 Tembar ;

Surat kesterangan domisili perusahaan
dari Lurah diketahui Camat & lembar
Gambar denah tempat usaha dengan ukuran
paling sedikit 1 : 260 lengkan dengan
keterangan mengerai tata letak mesin/
peralatan produksi heserta kekuatannys
Gambar situasi dengan ukuran ' : 1000

| WALIKOTA SURABAYA,
- An' ‘Sekretaris Dasrah

Ka: Bagian Hukum ‘ {td.
_%__Miﬁfjl; N H. SUNARTC SUMOPRAWIRO.
RN

MYH. HADISTSWANTO ANWAR. SH.

"Penata Tk. I
NIP. 510 100 822



ALINAN

Membaca

Menimbang

Mangingat

LAMPIRAN V KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 09 APRIL 2001

WAL TKQTA SURABAYA
KEPUTUSAN
WALIKOTA SURABAYA
NOMGR : ..../....[....[ ...

TENTANG
IZIN GANGGUAN

WALIKOTA SURABAYA,

Sdrat permohonan tanggal dari
Saudara

Nams :
Kawarganegalraan :
Alamat /tempat tinggal:
Untuk dan atas nama
Alamat /Kedudukan

Untuk menhdapatkan izin mendirikan tempat usahsa

dilokasi Surabaya.

a.

bahwa sesuai hasil penelitian yang dilakukan me
nurut ketentuan dan cara-~cara yang diatur didatam
casal 5§ lIndang Undang Gangguan {HO) tidak terdapat
Leberatan dari pihak vyang bersangkutan atas
pendirian tempat usaha dimaksud ;

bahwa bsrdasarkan hal terssbut diatas, periu
mambarikan Izin Gangguanr terhadap tempat usaha
dimaksud dengan XKeputusan Walikota Surabaya.

Undang Undanrg Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb.
1823 Nomor 226 jo. Stb. 1840 Nomor 540 ;

tIndang Undang Nomor 18 Tahun 1980 tentang Pemben
tukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Bsrat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta vang 1telah diubah dengan
tndang Undang Nomor 2 Tahun 1865 ;

Undang Lndang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup ;

Undang-undang Nomor 22  Tahun 19899 tentang
Pamerintahan Daerah ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang tselah diubah
dsngan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;



'Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

]

§. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 18987 tentang
Retribusgi Daerah

-

Peraturan Menteri Daliam Negeri Nomopr 4 Tahun 1987
tentang Fenertibah Pungutan-pungutan dan Jangka
Waktu Tarhadap Pemberian Izin Undang Undang

~ :
Gangguan

Faraturan Menteri Dalam Negs:1 Nomor 5 Tahun 1992
‘tantang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib
Pancusahaan Kawasan Industri serta Prosedur
Femberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin
indang Undang Gangguan {UUG/HO)} bagi Perusahaan
yana bariokasi didalam kawasah industri ;

s}

9, Peraturan Mentari Dalam Nageri Nomor 7 Tahun 1992
tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang Undang
Gangguan (UUG/HQ) bagi Perusahaan yang berlokasi
diluar Kawasan Indusiri ;

10. Paraturan Daerah Kotsmadya Daerah Tingkat Il
Surabaya Nomor 23 Tahun 1378 tentang Master Plan
Surabava

11. Peraturan Dasrah Kofamadya Daerah Tingkat II
Syrabaya Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi
Izin Mendirikan.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan
dibidang Usaha.

MEMUTUSKAN

Memberikar Izin kepada

Nama/Badan Hukum
Alamet /Tempat tinggal
Kedudukan

untuk merdirikan tempat usahs

dilokasi :
Kelurahan :
Kecamatan :
Dengan menggunaksan :
Luas lantai/ruang kerja : meter persegi ;
Jumlah tenaga kerija : orang H
Jumlah kekuatan mesin : PK :

Sebagaimana dinyatakan pada psta bagan lampiran surat
Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan
Yth, 1.

o OO~ R

-

-k
e
.

12.

Pgmegang izin tersebut pada diktum pertama wajib wen
taati semua ketentuan danh persyaratan vang tercantums
dalam lLampiran Keputusan ini.

1zin  Gangguan ini berlakyu SeTaMA .o .v.v.rerrn.a.. .ol

Derngan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada
diktum ketiga, bilamana sewaktu-waktu Pemerintah
melaksshakan penartiban penggunaan Jokasi maupun
tempat usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang
herlaku pamegang izin wajib menyesuaikan tanpa
maighambat pelaksanaannya ;

Falanggaran tarhadap ketentuan diktum kedua Surat
Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai pasal 12, pasal
14 dan pasatl 15 Undang-Undang Gangguan (HO)} ;

Keputusan 1ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan akan ditinjau kembali guna enyempurnaannva
bilamana terdapat keksliruan. '

Ditetapkan di Surabaya
ipada tanggal

An. WALIKOTA SURABAYA
Sekreiaris Daerah

Pangkat
Sdr. Kapolwiltabes Surabava ; -~ NIP,
Sdr. Pambaniu Walikota di Surabava ;
Sdr. Inspektur Kota Surabava :
Sdi. Kakan, Depnaker Kota Surabava ;
8dr. Kepala Dinas Tata Kota Surabaya ;
Sdy. Kepala Dinas Bangunanh Kota Surabaya
Sdr. Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabava
§dr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabava ;
Sdr. Kepala Dinas Polisi Pamong Praia
Kota Surabava :
Sdr. Kepala Bagian Perkotaan Setda Kcta
Surabava
Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Surabava ;
Sdr. Camat setempat.

P

e _.a": *

Lrr » Wip. 510 100 822

sesuai dengan aslinya WALIKQTA SURABAYA,

wSekretaris Daerah

1a Bagian Hukum ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

enata Tk. 1



SALINAN

Nomor
Lampiran
Perihal

PERHATIAN :

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR > 11 TAKUN 2001
. TANGGAL : 09 APRIL 2001

Surabaya,
Kapada
Yth. Bapak Walikota Surabaya
Permononan Daftiar Ulang di -
Izin Gangguah. _ SURABAYA
Bersama ini kami  mohon kepada Bapak

Walikota Surabava untuk pendaftaran ulang izin gangguan
bhagi tempat usaha :

---------------------------------------------------------

dilokasi - ... eeenveiannnnns P s e . “es

yang telah diberikan berdasarkan Keputusan wWalikota
Surabaya NOMOIr & (.iivivsaas s neaens e ar e Laaas
Tanggal L e ea s e D e dengan keterangan
sahagaimana tersebut dibalik surat ini.

Sehubungan permohonan tTersebut diatas kami
sahogup senantiasa mentaati segatia peraturan perundang-
undangan vang barlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa,

Hormat kami

surat Permohonan daftar ulang vang
tidak diisi dengan ‘tengkap dan
tidak disertai lampiran-lampiran
yang diperlukanh +tidak dapat di-

layani.



Nama Pemchon

A}&ma{/Temp’dt T‘ir‘lgga} % 4 F P B OE B L F A4 3o o= oEo&owom B 4 38 1 v N awN
kebangsaan ]l i a s .
2. Badan Bukum e i e e et s .
Kedudukah e e e e x e st e a e
3. Jenis Usaha e et et ket a e e
L o k a S _i ----- B ® = & & ®B x B E E " & % A B A # B B F RO
Kaelurahan e e e e e e ettt
Kecamatan b e e e ettt aeaen e e
4. Batas-batas lTetak perusanaan
- sebelan Kiri i st ra e e et
- sebelah KkKanan e e e e ek e rsrr e s e i a e ma s
= sebelah depan ol e e e e e cens e meaae
- zebelah belakzang C e e e e Che e

Tanah/bangunan milik

Nama
Al amat

-------------------------------

6. status Tai’iah ® xv ¥ & & % 4 4 4 4 & v g o2 wow N ¥ &4 &« &« » = & B R F 4 & % 2
7. Keadaar tanah/bangunan
= lTuas tanah i e i e s e e, .
- tuas lantait bangunan | ..ot i e e casar e
- prosentase luas Tantad
bangunan yang digunakan usaha | ..ueearen et ittt .
8. Jenis dan iumiahn
a, Alat produksi yang diperiu—
- ¥ 0 T
b. Sarana/alat pencegah bahaya s rrtEr e aa s ar st s
kebakaran, gangguan pencema- L ra A aEarasarsrsrEaa e nnes .
raan lingkungan ek e e e aaea e . P
8. Jumlah tenaga kerja G EE A e caeeaee  Qrang

10. Bahan bakuy




11. Limbah perusah=zan

- Padat berupa et r ot e e e s easnvarnaan e
- Cair berupa e e e s et e n e
-~ (3as berupa o

12. Jam Kegiatan perusahaan

-------------------------------

13. Keterangan lain-tain ] it arrans G e m ks rraraeranren
14. Nomer dan tanggal IzZin ¥8n0g  § v it enr st sasnrttaananssssans P
didaftar ulang
Diist oleh Petugas Surabaya,
diterima tanggal
Tanda tangan
Nomor Agenda : Hama Terang Pemohon

Lampiran—lampiran

1. Fc Izin Tempat Usaha/Izin ber-~
dasarkan UU34 yang diltegalisir g

Fc Izin-izin isaha vang dimiiiki ;
Fc Surat tanah

Fc Bukti Tunas PBE tahun berjalan
Fc identitas (KTP} vang perlaku.

M

WALIKOTA BURABAYA,
ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.
Salinan seauai derngan aslinva

4¢ﬁ§?ﬁn* Sekretaris Daerah
<

: kbhala Bagian Hukum
< o
a_ A AG 14 } . ; ,—-\ < e
Qe m g R_i‘_w’\__‘h_:jh
R, /|
L
= WANTO ANWAR, SH.

& i Benata Tk, I
T ee-NIP. 510 100 B22



SALINAN LAMPIRAN VIT KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 09 APRIL 2001

SURAYT KETERANGAN PENDAFTARAN ULANG IZIN GANGGUAN

NOMOF 1 i i i s enaan e ee e
Berdasarkar Surat Permohonan daftar ulang Izin Gangguan
tanggal .......
Nomer ,......... dari Saudara
Nama :
Alamat

Setelah diadsmkan penelitian Administrasi daan penelitian
taknis di lavangan terhadap permchonan yang bersangkutan
ternyvats tidak ada penyimpangan terhadap JIzin yanhg telah
diberikan, maka Iz3in Gangguan

Nomor Surat [zin .
Tanggal Surat Izin .

Jenis Usaha :

Lokasi Tempat Usaha :

Atas Nama

Alamat /kedudukan

Telah didaftar ulang vang ke ....vveve ( vvcevess Y dan Izin

masih tetap berlaku derngar memenuhi persvaratan

1. wajib mentaati kateniuan dan syarat-svarat yang telah
ditetapkan didaiamnva

2. Manempelian Surat ketsrangah Pendafataran Ulang ini ditempat
yang mucah diiihat di1 Tckasi tempat usaha ;

3. Harus mendaftar ularg kembali paling Yambat tanggal .........

Demikian Surat keterangan Pendaftaran Ulang ini dibuat untuk
dipargunakan seperiunva.

Surabaya,

An. WALTKOTA SURABAYA
Asisten Tata Praja
ub. .
Kepala Bagian Perkotaan

Pangkat
NIP.
Salinan sesuai dengan aslinya WALIKOTA SURABAYA,
: An. Sekretaris Daerah :
Kepala Bagian Hukum
. ttd.

oy

H.SUNARTO SUMOPRAWIRO.

“Penata Tk, I
NIP. 510 100 822



FAL INAN

lembaca

lenimbang

langingat

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
) NOMOR 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 08 TAHUN 2001

WALIKOTA SURABAYA
FEPUTUSAN
WALIROTA SURARAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG
BALIK NAMA IZIN GANGGUAN

WALIKOTA SURABAYA,

Surat permohonan tanggal

ari Saudara
Kewarganegaraan
Tempat tinggal/alamat
Untuk dan atas nama
ATamat /kedudukan

Untuk balik nama Izin Gangguan

Nomor surat izin

Tanggal surat izin :
ATas nama :
Alamat /kedudukan :

&a.

[

bahwa tempat wusaha vyang dimohonkan izin telah
dikuasai alah pemchon:

bahwa sesuai hasil psnalitian tidak diketahui adanya
hai-hal yang dapat mengakibatkan tempat usaha harus
diajukan permchonan izin baru sesuai pasal 9 Undang-
undang Gangguan (HO; ;

bahwa berdasarkan pasrtimbangan tersabut diatas, maka
permohonan  balik nama izin dapat dikabulkan dengan
Keputusan Walikota Surabaya.

Undang-undang Gangguan {HC) sth. 1928 Nomor 2286 Jo.
8tb. 1840 Nomor 450 ;

Undang-undang Nomar 168 Tahun 1850 tentang
Pambentukan Daerah Kota Besar dalam Tingkungan
Propinsgi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Undang-undang Nomcr 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkurigan Hidup :

Undang-undang Nomcr 22 Tahun 19489 tentang
Pemarintahan Daerah ;



5. Undang-undang Nomotr & Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retrtibusi Daerah vang tealah diubah dengan
Undang—-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang
Analisa Mangsnai Dampak ! irgkungan ;

7. Peraturan Pemerintab Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Aetiitusi Daerah ;

&, Peraturan Mentsri Dalam Negeri Momor 4 Tahun 1987
tentang Penertiban Pupgutan-gunguian dan Jangka
Waict i terhadan Pembarian Izin Undang-undang
Gangguanh ;

8. Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1
' Surabava Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan
Surabava 2003 ;

10, Peraturan Daerah Kctamadya Daerah  Tingkat Il
Surabaya Nomor & Tahun 1989 tentang Retribusi Izin
Ganggusn

t1. Peraturan Daerah Kotamadya Daarah Tingkat II
Surabaya Nomor 17 Tahun 19939 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunhan ;

10. Paraturan Daeral Kotamadya Daerah Tingkat 1l
Burabaya Nemor 1 Tahun 1833 tentang Orgenisasi dan
Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakitlan Rakvai Daerah Kotamadya
Paerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1934 tentang Pedoman Penysderhahaan dan Pengendalian
Parizinan di Bidang Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menet apkan
PERTAMA : Terhitung mulai +tanggal ditetapkannya Keputusan 1ini
membalik nama Izin Gangguan.

Nomor surat izin

Tanggal surat {zin

Janis Usaha

tLokasi tempat usaha

Atas nama

Alamat /Kedudukan
Menjadi

Atas nama

Alamat /Keduduikan

KEDUA : Pemegang izin baruy tersebut pada diktum Pertama
berkewajiban untuk



- Tetap menteaii
tercantum didalam

Momor

Tanggal

Tt omulad
injauy  kembhalti

RETIGA Do Kanuiusan
it
al kekeliruan.

Tembusan :
Yth.

sdr.
Sdr.
Sdr.
sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
. Sdr.
. Sdr.
10. Sdr.
11, Sdr.
8dr.,

Kapolwitabhes Surabaya :
Inspekiur Kota Surabaya
Ka.
Ka.
Ka.
Ka.
Ka,
Ka.
Ka, Bagian Hukum
Ketua KPPLH Xota
Ka. Dinas Pclist
Camat saismpat.

Dinas
Dinas
Dinas
Diras

OO~

semua
Keputusan

hariaku pada tanggaid

Departemen Tenaga Kerja Kota Surabava
Tata Kota Surabaya ;
Bangunan Kota Surabaya

kegtantusr persyaratan yang

Walikota Surabaya.

ditetapkan dan

guna penyampurnaan bilamana

Ditetapkan i Surabaya
pada tanggatl

An. WALTKQOTA SURABAYA
Sekretaris Daerah

Pangkat
MIP

Kebakarsan Kota Surabaya ;
Kesshatan Kota Surabava ;
Bagian Perkotaan Setkota Surabaya
Sstkota Surabava
Surabeyva

Pamong Praia Kota Burabaya

dengan aslinva
ekretaris Daersah
Bagian Hukum

ASISWANTO ANWAR. SH.
Py 27 Penats Tk, I
L™ NIP., EB10 100 822

WALTKOTA SURABAYA,

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.



SALINAN

Nomor
Lampiran
Parihal

LAMPIRAN TX KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 11 APRIL 2001
TANGGAL : 089 APRIL 200t

Kapeada
¥Yth. Bapak Walikota Surabaya
Izin Gangguah. Up. Sekrataris Daerah

di ~
SURABAYA

Yang bertanda fangan dibawah ini kami ... eeeeweans
..... trecaesreaenssa. dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama ... i a . e a v r e e P e e . dengan ini
mangdjukan permohonan Izin Gangguanm UNTUK .« v etnmnrna

o m e et h e m e v eerrarae.-. dengan Keterangan
sebagai berikut

1. a. Nama Pemohon . Cee e v aaae e
b. Jabatan Pemchon I et eraa Cer et
¢, Alamat Kantor T e eaN e aE e e
Homor Talepon s et emen
2. a. Ailasmat Proyek e
b. Penanggung Jawab Proyek I i i rrrrr i caa st san
¢. Akta Pendirian Badan Usaha : ............ s ma s
3. Aa. Permohonan untuk/atas rama @ ...... bk s e e en e s ha e
b. Surat Kuasa Nomor i i i e iaaeasesr e
c. Alamat vang diwakili L i e raraen e s

d. Apabilzs vang diwakili Badsan

Mukum/Instansi, ssebhutkan
kadudukan/hubungan pemohon
dengan yang diwakili D e enerracrrsaraaners

4, Lokasi/letak Bangunan

a. Kelurahan .
tr, Kecamatlan e i e v aeer et Eaaa e
c. Kotemadva I e e s er e san e teaaana
d. Bangunar tersebut ditepi

ialan ' T e it earaarat e

5, Dalam kegiatan gerusahaan

a. Bahar baku dan psnaolong T e s et
b. Proses produksi D i es e rrasasas faaaean
¢, Jenhis dan kapasitas

produksi I e i et rasaer e

d. Jenis dan kapasitas 1limbah/

gangguan tarmasuk yang bar-

azal dari mesin-mesin (pa=-

dat, oair, gas, kebisingan

dan getaran) D Mt s s rerertrar e
e, Jumlah crang e e s ers e eaan
f. Sumber energi I ot e st rerserr



6. Usaha pgngeleolaan lingkurgan
(bagi yarc bobas AMDAL )

7. Catatan Ketatangan Tain-

Tembusan :

Yith.

Tk

1. Ketua BKPMD
2. Kepala Dinas Pendapatan

KOTA .-t iniansnancnrnas

3. Kepaia Dinas Bangunan

S Kota L.l s i eauna

---------- LI I I L R I

Ak % F B F A & N E B wmoE &M AR s Ew

Tanda tangan pemchon
diatag Materai Rp., 6.000,-
Canp Parusahaan

Nama Terang

----------

Sglingn sazuat dengdan asiinva
‘iAﬁ.ﬁﬁekre-drls Daerah

AT -, ? : = ‘

[ ..—--"'"

Kb~xaagwdz Hulcum

[Iye——

\ “H: ‘-‘T-'—

ﬁﬂ HADPSISWANTD ANYAR, SH.

"Penata Tk. 1
NIP. B10 140 822

Jabatan

WAL TKOTA SURABAYA,

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.



